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ABSTRAK

ASTY UTAMI. 2020. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros (Dibimbing oleh Hj. Andi Tenri Uleng Akal dan Hamka)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder berupa data Struktur Organisasi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten
Maros, data realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan realisasi
penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Maros.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah realisasi
Penerimaan pajak bumi dan bangunan dan realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah kabupaten Maros pada tahun 2015-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaaan terhadap pendapatan asli daerah di
Kabupaten Maros tahun anggaran 2015-2019 dilihat secara keseluruhan
selama lima tahun ini rata rata 8,81% dengan indikator berkontribusi. Hal
ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah
mengoptimalkan sumber-sumber potensi pajak bumi dan bangunan .
Kata kunci ; Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli

Daerah
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini negara dianggap maju apabila mampu membangun
negaranya dengan baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan
rakyat. Indonesia terkenal sebagai negara berkembang yang saat ini
melakukan pembangunan nasional di segala bidang dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu pembangunan semua pihak baik pemerintah maupun
masyarakat harus ikut andil. Pendanaan merupakan hal pokok yang
harus ada dalam suatu pembangunan karena tanpa adanya dukungan
dana terutama dana dari pemerintah dalam negeri pembangunan
tersebut tidak akan berjalan. Dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah
terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan yaitu
penerimaan dari sektor migas, sektor bukan pajak, dan dari sektor pajak.

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan
bagi negara adalah sebagian besar dari sektor pajak. Setiap tahun
negara masih mengandalkan pajak sebagai penopang untuk memutar
roda perekonomian bangsa dan membangun negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang
sangat penting artinya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, yang
merupakan pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikiaan sistem
perpajakan terus disempurnakan pemungutan pajak diintensifkan dan
aparat perpajakan/pengelola juga harus semakin mampu dan bersih
sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan
nasional.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya di Indonesia pajak
dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat
merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh
pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang
dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota
yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah
(Nasrum 2013:84).

Dengan adanya pembayaran pajak maka dapat menjadi
sumbangsi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena
PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat
kemandirian daerah dalam melaksanakan urusan daerah khususnya
Kabupaten Maros.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber

keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan



yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah.

Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber
pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak
Bumi dan Bangunan merupakan iuran yang dikenakan terhadap pemilik,
pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari
bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan pada tahun 2014 untuk
menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan kepada pemerintah
kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya dipungut oleh
pemerintah pusat.

Kabupaten Maros merupakan Kabupaten diwilayah Provinsi
Sulawesi Selatan yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai 1 Januari 2014 sebagai salah
satu pajak daerah yang diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli
Daeah (PAD) Kabupaten Maros, hal ini dikarenakan Kabupaten Maros
termasuk kabupaten yang terdapat banyak sekali bangunan-bangunan,
baik itu bangunan rumah warga ataupun bangunan pabrik. Apabila

melihat potensi-potensi tersebut khususnya dari sektor Pajak Bumi dan



Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seharusnya bisa
memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tabel 1. Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan AsliDaerah (PAD)
Kabupaten Maros Tahun 2015 - 2019

Tahun PBB-P2 (Rp) PAD (Rp)
2015 9.567.503.444 141.487.685.605
2016 10.238.786.045 165.487.675.628
2017 23.036.824.274 194.999.053.694
2018 20.789.034.673 219.844.779.862
2019 22.549.488.951 227.998.857.884

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maros, 2020

Berdasarkan tabel 1 diperoleh gambaran mengenai kontribusi
PBB-P2 pada tahun 2015 sebesar Rp 9.567.503.444 dengan penerimaan
PAD sebesar Rp 141.487.685.605, pada tahun 2016 PBB-P2 mengalami
peningkatan menjadi Rp 10.238.786.045 dengan penerimaan PAD yang
juga mengalami peningkatan sebesar Rp 165.487.675.628, kemudian
pada tahun 2017 PBB-P2 mengalami peningkatan menjadi Rp
23.036.824.274 dengan penerimaan PAD yang tetap meningkat menjadi
Rp 194.999.053.694, namun pada tahun 2018 PBB-P2 mengalami
penurunan menjadi Rp 20.789.034.673 dengan penerimaan PAD sebesar
Rp 219.844.779.862, dan pada tahun 2019 PBB-P2 kembali mengalami
peningkatan menajadi Rp 22.549.488.951 dengan penerimaan PAD yang

juga mengalami peningkatan Rp 227.998.857.884 .



Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai 2019 semakin
meningkat tetapi kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan mengalami fluktuasi. Hal inilah yang menjadi pertanyaan
bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. Oleh karena itu perlu
penelitian lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatun Wardani (2017) dalam
penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar. Dalam hasil penelitian ini
ditemukan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Kabupaten Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya
dengan rata-rata presentase sebesar 100,10% dan dikategorikan sangat
efektif. Namun kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan di Kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, dimana
rata-rata persentase hanya 2,08%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten
Aceh Besar kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan
PBB P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah
masih sangat kurang.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Maros”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis

Menambah wacana, referensi dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan selama ini khususnya
manajemen keuangan serta ingin mengembangkan pengetahuan tentang
konsep Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan
terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya Kabupaten Maros.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan tentang kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Maros.



b. Bagi Objek

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan
bagi pemerintah Kabupaten Maros agar dapat mengoptimalkan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2).
c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan
pembanding penelitian lain serta memberikan sumbangan pemikiran
tentang Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan

(PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Keuangan
1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan
yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan
maupun pemerintah.

Manajemen keuangan adalah kegiatan memperoleh sumber dana
dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakan dana seefektif
mungkin untuk menciptakan laba dan nilai tambah ekonomi.

Sartono (2010:6) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai
manajemen baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam
berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan
dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Kasmir (2016:5) manajemen keuangan adalah segala aktivitas
yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva
dengan beberapa tujuan menyeluruhnya.

Horne dan Wachowicz Jr (2013:2) manajemen keuangan adalah
hal-hal yang berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan
manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.

Disimpulkan dari pendapat — pendapat ahli tersebut bahwa
manajemen keuangan adalah bagaimana seseorang dapat mengatur

keuangan suatu perusahaan atau organisasi agar dapat terkelola dengan



baik seperti penganggaran, perencanaan dan pengalokasian agar

tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi.

B. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik
daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam
penjelasan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan
barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
(Sekarang berubah menjadi Pemendagri Nomor 29 Tahun 2009)
keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran pendapatan
dan belanja daerah.

Halim (2007:23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala
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sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan
kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang
lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang -

undangan yang berlaku.

2. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan
kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya.

Laporan keuangan adalah sumber informasi yang bermanfaat
bagi sebagaian besar pemakai dalam mengambil keputusan ini dapat
berasal dari dalam maupun luar pemerintah. Selain sebagai sumber
informasi bagi pemerintah maupun pihak lain yang berkentingan, laporan
keuangan yang disusun oleh pemerintah juga berfungsi sebagai alat
pertanggung jawaban pada akhir periode.

Harahap (2011:105) laporan keuangan adalah suatu penyajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Hanafi (2016:49) laporan keuangan adalah salah satu sumber
informasi yang penting seperti informasi industri, kondisi perekonomian,

kualitas manajemen dan lainnya.
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Farid dan Susanto (2011 : 2) bahwa yang di maksud dengan
laporan keuangan adalah informasi yang di harapkan mampu
memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan
ekonomi yang besifat finansial.

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa Laporan
Keuangan merupakan suatu gambaran atau informasi mengenai kondisi
keuangan perusahaan atau organisasi serta informasi bagi para pemakai

pengambilan keputusan.

C. Kontribusi
1. Pengertian Kontribusi

Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah sumbangan,
sedangkan menurut kamus ekonomi menyatakan bahwa kontribusi
adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain
untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Kamilatussaniah (2017 : 28 - 29) kontribusi adalah sejumlah
uang/iuran yang diberikan oleh seseorang sebagai sebuah bentuk
keiuktsertaan didalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk
sumbangan kepada seseorang.

Dani (2006 : 264) Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan
atau sokongan.

Yandianto (2000 : 282) kontribusi merupakan kumpulan adanya
uang iuran yang didapatkan dari anggota atau masyarakat yang

bentuknya sumbangan.
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kontribusi dalam penelitian ini merupakan sumbangan yang
didapat dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Kriteria Kontribusi

Halim (2010:152) untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menggunakan rumus sebagai
berikut :

o Realisasi Penerimaan PBB — P2
Kontribusi PBB = - - - x 100%
Realisasi Penerimaan PAD

Mahmudi (2007:131) Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui
tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam dalam mendukung

pendapatan daerah.

3. Hubungan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi merupakan bentuk peran masyarakat dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. Kontribusi daerah juga merupakan
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana setiap
peningkatan kontribusi daerah akan mempengaruhi peningkatan
pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara
kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) vyaitu jika
jumlah penerimaan kontribusi daerah mengalami kenaikan maka

Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan.
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D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat (wajib pajak) kepada negara
dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat untuk dipaksakan
dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan
berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi
barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum.

Mardiasmo (2018:1) pajak adalah iuran kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Andriani (2013:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro (2012:1) pajak adalah iuran rakyat kepada negara
berdasarkan undang-undang (yag dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
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Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-
ciri atau karakterisitik yang terdapat pada pengertian pajak antara lain
sebagai berikut:

1) luran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak
hanyalah negara. luran tersebut berupa uang (bukan barang)

2) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara
langsung dapat ditunjuk.

3) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Sumarsan (2013:5) pajak mempunyai peran yang sangat penting
dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara
untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa
fungsi yaitu:

a. Fungsi penerimaan (Budgetair)

Sumarsan (2013:5) Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari
masyarakat bagi kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas
rutin negara dalam melaksanakan pembangunan negara membutuhkan
biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak
digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja

barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan
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pembangunan uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni
penerimaan dalam negeri diurangi pengeluaran rutin. Tabungan
pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan
pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama
diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (Regulerend)

Sumarsan (2013:5) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur
struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara
para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok
dari sistem pajak paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak
terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang
ekonomi dan sosial. Sebagai alat ukur mencapai tujuan tertentu diluar
bidang keuangan terutama banyak ditujukan sektor swasta contohnya
dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun
luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam
rangka melindungi produksi dalam negeri pemerintah menetapkan bea

masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Pengelompokkan Pajak
Mardiasmo (2018:7), pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya
1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak penghasilan.



2)

1)

2)

1)

2)

16

Pajak tidak langsung vyaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak pertambahan nilai.

Menurut Sifatnya

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak penghasilan

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang

mewah.

Menurut Lembaga Pemugutanya

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan barang mewah dan bea meterai

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

a) Pajak provinsi contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan
bakar kendaraan bermotor

b) Pajak kabupaten/kota contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan

pajak hiburan.
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4. Jenis Pajak

yaitu:

Mardiasmo (2018:15) pajak daerah di bagi menjadi dua bagian

a. Pajak Provinsi terdiri dari:

1)
2)
3)

4)

Pajak kendaraan bermotor
Bea balik nama kendaraan bermotor
Pajak air permukaan

Pajak rokok

b. Pajak kabupaten/kota

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Pajak hotel

Pajak restoran

Pajak hiburan

Pajak reklame

Pajak penerangan jalan

Pajak mineral bukan logam dan batuan
Pajak parkir

Pajak air tanah

Pajak sarang burung walet

10)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

11)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

5. Sistem pemungutan pajak

Waluyo (2011:17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi

berikut ini:
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a. Sistem Official Assessment
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang. Ciri ciri official assessment system adalah sebagai berikut:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus, jumlah wajib pajak bersifat pasif.
2) Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
b. Sistem Self Assessment
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan diri sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar.
c. Sistem Withholding
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut

besarnya pajak yang terutang oleh pihak wajib pajak.

6. Asas pemungutan pajak

Kasirin (2012:8-9) asas pemungutan pajak di bagi menjadi tiga
bagian yaitu:
a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan

wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang
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berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib
pajak dalam negeri.
b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib
pajak
c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu

negara.

7. Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek
Pajak dapat ditinjau dari berbagai aspek Waluyo dalam Muliyati

(2016) sebagai berikut:
a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan
negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat
menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan
ekonomi masyarakat.
b. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan
urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Peraturan
Pemerintah Peraturan Presiden dan sebagainya lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.
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c. Aspek Keuangan

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting bagi
pemerintah negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi
keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa
minyak dan gas bumi tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak
sebagai primadona penerimaan negara.
d. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi
masyarakat yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat
atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada

masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber.

E. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
tanah dan atau bangunan diatasnya. PBB merupakan penerimaan pajak
yang sangat diperlukan oleh suatu negara khususnya daerah yaitu untuk
kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri. Karena PBB
merupakan sumber utama daerah dalam APBD penerimaan PBB tersebut
di masukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari hasil pajak.

Adelina (2011:13) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak
yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan

oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan bangunan.
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan
terhadap bumi dan/bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di

ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

2. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan
Soemitro (2012:12) Tujuan pajak bumi dan bangunan adalah:
a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga
mudah dimengerti oleh rakyat.
b. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta
tak bergerak dan sekaligus menyerasikan pajak tersebut

c. Memberikan kapasitas hukum kepada masyarakat sehingga rakyat

3. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1985

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994
dan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa subjek pajak Bumi dan
Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas

bumi, dan atau memiliki dan atau memperoleh atas bangunan.

4. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
Mardiasmo (2018:363) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

adalah Bumi dan Bangunan.
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Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
dibawahnya. Permukaan bumi ini meliputi tanah dan perairan
pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah
RI.

Contoh: Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan dan tambang.
bangunan adalah terkontruksi teknik yang ditanamkan atau dietakkan
secara tetap pada tanah dan perairan.

Contoh: Rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, pusat

perbelanjaan, jalan tol dan kolam renang.

Obyek yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Abunyamin (2010:337) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB

adalah objek yang:

a.

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti masjid,
gereja, rumah sakit, sekolah dan panti asuhan.

Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang
belum dibebani suatu hak.

Digunakan oleh diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan.
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6. Wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)
Mardiasmo (2018:368) Yang menjadi wajib Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Jangkauan wajib pajak
dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat luas
karna meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai atau
memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Ini berarti meliputi antara

lain pemilik, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan bangunan.

7. Hubungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan
asli daerah (PAD)

Gusfahmi (2011 : 223) pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara salah
satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu objek pajak
yang diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menambah Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah semakin besar pajak bumi dan
bangunan yang di dapat maka akan semakin menambah pendapatan asli
daerah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur
di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pembangunan
berjalan dengan baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat di

wilayah tersebut dapat terwujud.
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F. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang mampu
dihasilkan oleh setiap daerah dengan menghimpun potensi sumber-
sumber dana yang terdapat di daerah yang bersangkutan guna
membiayai pengelolaan daerah itu sendiri. Sektor pendapatan daerah
memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan
pembangunan suatu daerah karena melalui sektor inilah dapat dilihat
sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan
pembangunan daerabh.

Mardiasmo (2011:1) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan
yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil
perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Halim (2012:101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal darisumber ekonomi asli daerah.

Yani (2013:51) PAD merupakan pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah, yang bertujuan

untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan
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dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

desentralisasi.

2. Dasar hukum pendapatan asli daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam Pasal 1 Undang-
Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah,
selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

3. Faktor-faktor penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Nafsi (2012:57) Faktor-faktor penyebab rendahnya Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yaitu:

a. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya
dan potensi asli daerah.

b. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif
rendah.

c. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah

d. Sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan

program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya,
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padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan
sehemat mungkin maka sisa yang ada dapat digunakan untuk
menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

a.

Pajak Daerah

Yani (2014 :52) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan

daerah.

Berikut ini yang termasuk dalam pajak daerah yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

Pajak hotel

Pajak restoran dan rumah makan

Pajak hiburan

Pajak reklame

Pajak penerangan jalan

Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
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8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
9) Pajak parkir
b. Retribusi Daerah

Yani (2013:63) mengatakan retribusi daerah adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
Yang termasuk retribusi daerah yaitu:
1) Retribusijasa umum
2) Retribusi jasa usah
3) Retribusi perizinan
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan hasil yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang
meliputi:
1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD.
2) Bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan negara/BUMN.
3) Bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

d. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah
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Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari
lain-lain  milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk
menghitung penerimaan daerah yang termasuk dalam jenis pajak daerah
retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah pasal 26 ayat 4 pendapatan lain-lain PAD yang sah meliputi:

1) Hasil penjualan kekayaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
secara tunai atau angsuran atau cicilan.

2) Jasa giro

3) Pendapatan bunga

4) Penerimaan atau tuntutan ganti rugi daerah

5) Penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/ atau jasa oleh daerah

6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing

7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

8) Pendapatan denda pajak

9) Pendapatan denda retribusi

10)Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

11)Pendapatan dari pengembalian

12)Fasilitas sosial dan fasilitas umum

13)Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

14)Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).



G. Penelitian Terdahulu
Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu
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No Nama Judul Metng Hasil Penelitian
Analisi
1. | Rahman Kontribusi pajak | -Deskriftif | - Penerimaan Pajak
(2017) bumi da kuantitatif | Bumi dan Bangunan

n bangunan
terhadap tingkat
pendapatan asli

daerah pada
dinas
pendapatan
daerah di kota
makassar

di kota Makassar
selama 4 tahun atau
periode 2012-2015
pada umumnya
telah efektif dengan
tingkat
perkembangan yang
terus meningkat.

-Pendapatan asli
kota Makassar pada
tahun 2012-2015
masih belum
terealisasi dan
cenderung
menurun.

- kontribusi yang
diberikan Pajak
Bumi dan Bangunan
terhadap
Pendapatan Asli
Daerah masih
kurang pada setiap
tahun yang diteliti.
Kurangnya
kontribusi ini
dikarenakan
pengoptimalan
Pajak Bumi dan
Bangunan belum
maksimal, masih
ada beberapa objek
pajak yang sedang
dibangun nilai
pajaknya belum
jelas yang belum
diketahui subjeknya
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dan beberapa wajib
pajak yang belum

melaporkan
kewajiban pajak
bumi dan
bangunannya.

Polii (2014) | Analisis -Deskriftif | Tingkat penerimaan
efektivitas dan | kuantitatif | pajak bumi dan
pertumbuhan bangunan sudah
penerimaan cukup efektif setiap
pajak bumi dan tahunnya.
bangunan serta Sedangkan  untuk
kontribusinya kontribusi yang
terhadap diberikan PBB
pendapatan terhadap
daerah di kota pendapatan daerah
manado belum memberikan

kontribusi yang
cukup untuk
mempengaruhi
jumlah pendapatan
daerah.

Nur Analisis -Deskriftif | - Tingkat efektivitas

Khasanah efektivitas dan | Kuantitatif | penerimaan pajak

(2013) kontribusi bumi dan bangunan
penerimaan perdesaan dan
pajak bumi dan perkotaan (PBB-P2)
bangunan Terhadap
perdesaan dan pendapatan asli
perkotaan daerah (PAD) tahun
(PBB-P2) 2013-2016 adalah
terhadap sangat efektif

pendapatan asli
daerah (PAD) di
kabupaten
Kebumen

karena presentase
lebih dari 100%

- kontribusi pajak
bumi dan bangunan
perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2)
terhadap
pendapatan asli
daerah tahun 2013-
2015 adalah sangat
berkontribusi karena
presentase lebih
dari 4%
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H. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan dapat di
ketahui bahwa setiap pemerintah daerah pasti memiliki tingkat PAD yang
berbeda-beda, hal ini tentu saja disebabkan sumber pendapatan yang
berbeda-beda pula. Seperti halnya pada Pemerintah Kabupaten Maros
yang memiliki PAD yang tiap tahunnya mengalami peningkatan, Hal ini
tentunya dipengaruhi beberapa hal, salah satunya PBB-P2 dimana
kontribusinya diharapkan dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Maros.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada

gambar 1. Berikut:

Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan €
(PBB-P2)

l

Kontribusi Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2)

l

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Gambar 1. Skema kerangka pikir



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten
Maros yang beralamat JI. Pettuadae, Kecematan Turikale, Kabupaten
Maros, Kode Pos 90516. Waktu penelitian selama enam bulan mulai

bulan Januari sampai bulan Juni 2020.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung atau data
yang bersifat informasi lisan dan tulisan dari Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) seperti mengenai sejarah
,Struktur organisasi, serta data lainnya yang berhubungan dengan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.
b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk
angka-angka. Data kuantitatif yang diperoleh penulis adalah melihat
laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.
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2. Sumber Data
a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek
penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau dibahas.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berupa
laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-

2019.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (field reseach)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan
mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
khususnya data yang bersangkutan dengan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros.

2. Penelitian kepustakaan (Library Reseach)

Penelitian kepustakaan yaitu metode yang digunakan dengan

cara membaca referensi atau buku yang berhubungan dengan penelitian

yang akan dilakukan.
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D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriftif
kuantitatif yaitu dengan menggambarkan tentang seberapa besar
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

1. Rasio Kontribusi

Kontribusi dikaitkan dengan seberapa besar sumbangan yang
diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros yang tentunya akan mempengaruhi jumlah PAD yang
diterima.

Halim (2004 : 103) Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli

Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan PBB — P2

Kontribusi PBB = 1009
ontribust Realisasi Penerimaan PAD X %

Tabel 3. Indikator Kontribusi

Persentase Tingkat Kontribusi Tanda/Kode
>4% Dinyatakan berkontribusi SB
3%-3,9% Dinyatakan mempunyai kontribusi B
2%-2,9% Dinyatakan cukup mempunyai kontribusi CB
1%-1,9% Dinyatakan kurang mempunyai kontribusi KB
0%-0,9% Dinyatakan tidak mempunyai kontribusi B

Sumber : Halim (2004:103)
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E. Definisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan
dengan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan
penelitian disusun definisi operasional yang dapat dijadikan acuan dalam
penelitian ini antara lain :

1. Kontribusi adalah sumbangan atau sejauh mana porsi atau hasil /
jumlah dana yang terkumpul dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibandingkan dengan jumlah
total Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

2. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan
bangunan karena mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat
dari objek tersebut.

3. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang
terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba

perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.



BAB IV
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Maros

Kabupaten Maros adalah salah satu Daerah Tingkat Il di Provinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh dari sebelumnya Kabupaten Maros
adalah salah satu bekas daerah kerajaan di sulawesi Selatan. Di daerah
ini pernah berdiri Kerajaan Marusu’ dengan raja pertama bergelar
Karaeng Loe Ri Pakere. Maros memperoleh status sebagai kabupaten
pada tanggal 4 juli 1959 berdasarkan UU No.29 Tahun 1959. Pada
tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Maros
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012.
Ibu kota Kabupaten ini terletak di kota Turikale. Kabupaten ini memiliki
luas wilayah 1.619,12 km dan berpenduduk sebanyak 349.822 jiwa
dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 216,06 jiwa/km pada tahun
2018. Bersama Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa, Kabupaten
Maros dikenal sebagai kabupaten penyagga Kota Makassar. Karena
Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan
ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dengan jarak kedua kota
tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan
Kawasan Metropolitan Mamminasata.

Pelaksanaan otonomi daerah yang mengutamakan pelaksanaan

desentralisasi, Kabupaten Maros membentuk organisasi dan tata kerja
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Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Maros merupakan salah satu satuan kerja pemerintah yang
memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan asli daerah yang
berupa pajak dan retribusi daerah sesuai dengan norma dan peraturan
yang berlaku. Kantor Dinas Pendapatan Daerah tersebut berada di JL.
Pettuadae, Kecematan Turikale, Kabupaten Maros.

Dinas pendapatan daerah Kabupaten Maros mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang
pendapatan berdasarkaan asas otonomi yag menjadi kewenangan, tugas
dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pada tanggal 27 Mei 2013 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Maros menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis peralihan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah untuk
menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan kepada pemerintah
kabupaten/kota untuk mengelola sediri Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya dipungut oleh
pemerintah pusat.

Sejak 1 januari 2014 Kabupaten Maros sudah menerapkan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah

satu pajak daerah. Kabupaten maros merealisasikan pelaksanaan
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pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan
yang semula dipungut oleh pemerintah pusat.

Kemudian pada tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah
(DISPENDA) berubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) yang
dipimping oleh H. Takdir. MM. Badan keuangan daerah (BKD) Kabupaten
Maros terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros
Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah Kabupaten Maros dan peraturan Bupati Maros Nomor 74 Tahun
2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata
kerja badan keuangan daerah Kabupaten Maros.

Kamudian seiring diteribitkannya Peraturan Bupati Nomor 62
Tahun 2019 tanggal 31 mei 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas-tugas dan tata kerja perangkat daerah Kabuapten Maros, Badan
Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) .

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kabupaten Maros adalah unsur penunjang pemerintahan dibidang
keuangan yang menjadi kewajiban kewenangan daerah. Badan pengelola
keuangan dan pendapatan daerah juga mempunyai tugas membantu
Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Maros. Badan Pengelola Keuangan dan

Pendapatan Daerah dipimping oleh kepala badan yang berada dibawah
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tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kabupaten Maros memiliki 73 pejabat struktural, jika di segi golongan, 1
orang golongan 4c, 5 orang golongan 4a, 7 golongan 3d, 22 orang
golongan 3c, 4 orang golongan 3b, 15 orang golongan 3a, 1 orang
golongan 2d, 6 orang golongan 2c, 4 orang golongan 2b, 2 orang

golongan 2a, 1 orang golongan 1d, dan 1 orang golongan 1c.

B. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD)

Struktur organisasi merupakan ketentuan tertulis tentang
pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing bagian
suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang
dimiliki. Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki struktur organisasi. Berikut struktur
organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
yang terdiri atas:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub bagian umum dan kepegawaian
b. Sub bagian keuangan

c. Sub bagian program
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3. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
a. Subbidang penetapan dan perhitungan PBB, BPHTB
b. Subbidang pengelolaan PBB dan BPHTB
c. Subbidang pengawasan dan evaluasi PPBB dan BPHTB
4. Bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan terdiri dari:
a. Subbidang penetapan dan perhitungan pajak, retribusi daerah
b. Subbidang pengelolaan pajak , retribusi daerah dan dana
perimbangan
c. Subbidang pengawasan dan evaluasi pajak, retribusi daerah
5. Bidang asset terdiri dari:
a. Subbidang perencanaan dan pengadaan asset
b. Subbidang pemanfaatan dan pengamanan asset
c. Subbidang penatausahaan dan pengendalian asset
6. Bidang penatausahaan keuangan terdiri dari:
a. Subbidang verifikasi
b. Subbidang akutansi
c. Subbidang pengeluaran kas
7. Bidang aggaran terdiri dari:
a. Subbidang penyusnan anggaran
b. Subbidang teknologi informasi dan pelaporan

c. Subbidang bantuan dan pembiayaan.
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C. Uraian Tugas Pokok Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan,
menetapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan fungsi
penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang pelayanan,
pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak, bidang penagihan,
administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akutansi,
informasi keuangan daerah, dan bidang aset yang merupakan
kewenangan daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab
kepada kepala Badan dan melaksanakan pengelolaan kesekretariatan
Badan.

a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan,
fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait/mengenai
pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

b. Sub Bagian Program mempuyai tugas membantu sekretaris dalam
menghimpun bahan dan menyusun perencanaan dan pelaporan
meliputi penyiapan, penyusunan bahan perumusan kebijakan,
rencana, program kegiatan dan anggaran.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata

usaha dan kepegawaian badan.
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. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan program mengkoordinasi, menatausahakan
penerimaan, membina, dan mengendalikan program dan kegiatan
PBB sektor pedesaan dan perkotaan BPHTB. Bidang pajak
mempunyai beberapa sub seksi:

. Subbidang Penetapan dan Perhitungan PBB, BPHTB mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan terhadap
pelaksanaan penetapan dan perhitungan PBB sektor pedesaan dan
perkotaan serta BPHTB.

. Subbidang pengelolaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas
melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan
evaluasi pengelolaan PBB dan BPHTB

. Subbidang pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang pengawasan dan
evaluasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan BPHTB.

. Bidan pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai
tugas membantu kepala badan dalam bidang pengelolaan pajak,
retribusi daerah dan dana perimbangan

. Subbidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah dan
Dana Perimbangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian,
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perencanaan terhadap pelaksanaan penetapan dan perhitungan pajak
kecuali Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB.

. Subbidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana
Perimbangan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan
pengendalian penagihan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.

. Subbidang pengawasan dan evaluasi Pajak, Retribusi Daerah dan
Dana Perimbangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian di bidang pengawasan dan evaluasi terhadap Pajak,
Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

. Bidang asset mempunyai tugas melaksanakan dan membina
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan,
penatausahaan, dan pengendalian aset.

. Subbidang perencanaan dan pengadaan asset mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan
pengadaan aset.

. Subbidang pemanfaatan dan pengamanan asset mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan
pengamanan aset.

. Subbidang penatausahaan dan pengendalian asset mempunyai tugas

menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian aset.
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. Bidang penatausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis pembukuan, pelaporan barang milik
daerah, dan pengendalian barang milik daerah.

. Subbidang Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas bidang akutansi, veriifikasi dan pelaporan.

. Subbidang Akutansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, pencatatan dan penatausahaan atas transaksi keuangan
daerah dan melaksanakan akutansi keuangan daerah.

. Subbidang pengeluaran Kas mempunyai tugas melakukan
pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan
pentausahaan keuangan.

. Badan Pengelola Keuangan mempunyai tugas membantu bupati
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten. Bidang pengelola keuangan
mempunyai beberapa sub seksi diataranya:

. Subbidang Penyusunan anggaran mempunyai tugas melaksanakan
analisis, perencanaan,dan pengendalian anggaran.

. Subbidang Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas
membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi,
analisa, pengolahan untuk penyiapaan bahan penyusunan

perencanaan , dan melakukan penyiapan bahan monitoring evaluasi
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dan pelaporan, serta membantu sekretaris dalam melaksanakan
pengembangan sistem dan teknologi informasi

Subbidang bantuan dan pembiayaan mempunyai tugas melakukan
pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan

pengelolaan keuangan.



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
tanah dan atau bangunan diatasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak
atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perekebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan bumi
adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-
rawa, tambak, perairan) serta luas wilayah Republik Indonesia.
Sedangkan yang dimaksud dengan bagunan adalah kontruksi teknik yang
ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Dengan
demikian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) di Kabupaten Maros adalah:

a. Bumi: sawah, ladang dan tanah rawah
b. Bangunan : pertokoan
c. Bumi dan bangunan : rumah tinggal, gedung kantor, toko dan lain lain.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) merupakan bukti kegotong royongan masyarakat
wajib pajak di Kabupaten Maros dalam pembiayaan negara dan

pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya target
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penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan salah
satu pajak terbesar di Kabupaten Maros. Maka dari itu Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peran yang
sangat penting terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam
menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros berikut ini
penulis menyajikan data pertumbuhan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan sejak 2015 sampai dengan 2019

Tabel 4.Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kabupaten Maros tahun

2015-2019
Tahun Target PBB-P2 Realisasi PBB-P2 Persentase
(Rp) (Rp) (%)

2015 12.000.000.000 9.567.503.444 -

2016 14.000.000.000 10.238.786.045 7,01
2017 20.500.000.000 23.036.824.274 124,99
2018 20.000.000.000 20.789.034.673 -9,75
2019 21.100.000.000 22.549.488.951 8,46

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak bumi

dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun 2015-2019 mengalami

pertumbuhan yang tidak stabil atau berfluktuasi.

realisasi PBB-P2 sebesar Rp 9.567.503.444.

Pada tahun 2015
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Tahun 2016 realisasi PBB-P2 mengalami peningkatan dari Rp
9.567.503.444 menjadi Rp 10.238.786.045 atau sebesar 7,01%. Tahun
2017 reaslisasi PBB-P2 mengalami peningkatan dari Rp 10.238.786.045
menjadi Rp 23.036.824.274 atau sebesar 124,9%. Hal ini sebabkan
karena pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Kabupaten Maros terus memaksimalkan upaya sosialisasi
kepada masyarakat selaku wajib pajak untuk melunasi pembayaran pajak
bumi dan bangunan di awal masa peralihan pajak bumi dan bangunan
yang awalnya dipungut oleh pemerintah pusat dan sekarang diamanatkan
kepada kabupaten atau kota.

Tahun 2018 realisasi PBB-P2 mengalami penurunan dari Rp
23.036.824.274 menjadi Rp 20.789.034.673 atau sebesar -9,75% hal ini
disebabkan karena adanya kebijakan Bupati Maros mengratiskan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bernilai Rp 20.000
kebawah sehingga ada 91 ribu lembar objek pajak yang dihapus dengan
nilai pajak sebesar Rp 1.000.000.000.

Tahun 2019 realisasi PBB-P2 kembali mengalami peningkatan
dari Rp 20.789.034.673 menjadi Rp 22.549.488.951 atau sebesar 8,46%
hal ini disebabkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros melakukan peningkatan pajak untuk
objek pajak potensial seperti perumahan, perusahaan-perusahaan dan

untuk masyarakat kelas menengah ke atas .
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B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak dari Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang
bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah
Kabupaten Maros. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Maros terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, pendapatan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang
sah.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Maros
dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
pertumbuhannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta
jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Maros berikut ini penulis
menyajikan data pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak 2015
sampai dengan 2019.

Tabel 5. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros
Tahun 2015-2019

Realisasi
Tahun TZ;% ?EZE?;ha?ste)m Pendapatan Asli Pers((g/n)tase
b Daerah (Rp) 0
2015 196.185.309.800 141.487.685.605 -
2016 176.118.724.400 165.487.675.628 16,96

2017 255.585.977.000 194.999.053.694 17,83
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2018 273.006.174.554 219.844.779.862 12,74
2019 288.807.562.871 227.998.857.884 3,70

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa pertumbuhan
pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Maros mulai tahun 2015-
2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan asli
daerah sebesar Rp 141.487.685.605, pada tahun 2016 realisasi
pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp 141.487.685.605
menjadi Rp 165.487.675.628 atau sebesar 16,96%, tahun 2017 realisasi
pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp 165.487.675.628
menjadi Rp 194.999.053.694 atau sebesar 17,83%, tahun 2018 realisasi
pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp 194.999.053.694
menjadi Rp 219.844.779.862 atau sebesar 12,74%, dan pada tahun 2019
realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp
219.844.779.862 menjadi Rp 227.998.857.884 atau sebesar 3,70%.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros pada tahun 2018 dan
2019 mengalami penurunan disebabkan karena sebagian persen
anggaran pendapatan asli daerah (PAD) dialihkan ke anggaran kesehatan

dan pendidikan.
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C. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai
salah satu sumber penerimaan daerah diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang cukup untuk meningkatkan pendapatan daerah guna
membantu pembiayaan pembangunan daerah. Analisis kontribusi
digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat
disumbangkan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan
Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi dapat dihitung

dengan rumus (Abdul Halim, 2004:103)

. . Realisasi Penerimaan PBB — P2
Kontribusi PBB = - - - x 100%
Realisasi Penerimaan PAD

Indikator untuk mengetahui kontribusi pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan dalam menopang pendapatan asli daerah
menurut Abdul Halim (2004:103), sebagai berikut:

a. Presentase >4% dinyatakan berkontribusi

b. Presentase antara 3 %-3,9 % dinyatakan mempuyai kontribusi

c. Presentase antara 2 %-2,9 % dinyatakan cukup mempunyai kontribusi

d. Presentase 1 %- 1,9 % dinyatakan kurang mempunyai kontribusi

e. Presentase 0 %- 0,9% dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi
Berdasarkan rumus dan indikator kontribusi menurut Abdul Halim

(2004:103) maka perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
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Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

9.567.503.444

= 0f, — 0,
Tahun 2015 141.487.685.605X 100% = 6,76%

10.238.786.045

= 0f, — 0,
Tahun 2016 165.487.675.628X 100% = 6,18%

23.036.824.274

= 0f, — 0,
Tahun 2017 194.999.053.694X 100% =11,81%

20.789.034.673

= 0fy — 0,
Tahun 2018 219.844.779.862)(100/0 9,45%

22.549.488.951

= 0fy, — 0,
Tahun 2019 227.998.857.884X 100% = 9,89%

Tabel 6. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros 2015-2019

Realisasi PBB-P2 Realisasi PAD Kontribusi

Tahun (Rp) (Rp) (%) Indikator
2015 9.567.503.444 141.487.685.605 6,76 Sangat baik
2016 10.238.786.045 165.487.675.628 6,18 Sangat baik
2017 23.036.824.274 194.999.053.694 11,81 Sangat baik
2018 20.789.034.673 219.844.779.862 9,45 Sangat baik
2019 22.549.488.951 227.998.857.884 9,89 Sangat baik

Rata-rata 8,81 Sangat baik

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat pada tahun 2015 realisasi pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 9.567.503.444
dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 141.487.685.605

dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
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Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar
6,76 % dengan indikator sangat baik dikarenakan dari Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros
melakukan sosialisasi pada awal berjalannya PBB-P2 setelah PBB-P2
dialihkan dari pajak pusat kepajak daerah.

Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 10.238.786.045 dengan realisasi
pendapatan asli daerah sebesar Rp 165.487.675.628 dan kontribusi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,18% dengan
indikator sangat baik dikarenakan adanya kenaikan realisasi pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2016, kenaikan ini
dipengaruhi karena wajib pajak pada tahun sebelumnya yang menunggak
telah membayar tunggakan pajak tersebut.

Tahun 2017 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan sebesar Rp 23.036.824.274 dengan realisasi pendapatan asli
daerah sebesar Rp 194.999.053.694 dan kontribusi penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,81% dengan indikator sangat
baik dikarenakan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan meningkat sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya serta
peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

dalam mengadakan sosialisasi kepada kepala desa dan lurah
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sekabupaten Maros untuk meningkatkan kesadaran kepada wajib dan
sosialisasi  tersebut membuahkan hasil dengan naiknya presentase
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2).

Tahun 2018 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan sebesar Rp 20.789.034.673 dengan realisasi pendapatan asli
daerah sebesar Rp 219.844.779.862 dan kontribusi penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,45% dengan indikator sangat
baik dikarenakan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) mencapai target dan banyak dari jenis pendapatan
daerah lainnya yang belum mencapai target sehingga mampu
meningkatkan presentase dari kontribusi pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan meskipun adanya kebijakan Bupati Maros
menghapuskan pembayaran PBB yang bernilai Rp 20.000 kebawah
sehingga pemerintah Kabupaten Maros kehilangan potensi pendapatan
sebesar Rp 1.000.000.000 dari kebijakan tersebut namun kontribusi pajak
bumi dan bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tetap pada
indikator sangat baik.

Tahun 2019 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan sebesar Rp 22.549.488.951 dengan realisasi pendapatan asli
daerah sebesar Rp 227.998.857.884 dan kontribusi penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,89% dengan indikator sangat
baik dikarenakan pemerintah kabupaten Maros menaikkan pajak
perumahan, perusahaan dan wilayah tertentu yang nilai jual tanahnya
mengalami kenaikan. Sehingga hasil analisis kontribusi pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah

kabupaten Maros dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Hasil Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Maros
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Gambar 2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Maros tahun 2015-2019
Dari data yang telah diperoleh dan diolah maka dapat diketahuii
besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros pada tahun 2016 merupakan kontribusi terendah
memperoleh presentase sebesar 6,18% dengan indikator sangat balik.

Pada tahun 2017 merupakan kontribusi tertinggi memperoleh presentase

sebesar 11,81% dengan indikator sangat baik. Secara keseluruhan
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selama lima tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan pada pendapatan asli daerah
dikategorikan berkontribusi karena presentase kontribusi diatas 4% yaitu
8,81%. Faktor pendukung kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah karena pemerintah
Kabupaten Maros telah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan
program intensifikasi dan ekstentifikasi pajak, serta berkembangnya
sistem informasi yang terkomputerisasi dan teknologi yang memadai
sehingga dapat membantu pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros mensosialisasikan pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur
Khasanah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen.



BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros tahun 2015-2019
menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah berkontribusi
dengan presentase sebesar 8,81%. Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Maros telah mengoptimalkan sumber-sumber
potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan .

2. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih berfluktuasi, hal ini
karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi
realisasi PBB-P2 masih bersifat fluktuasi. Jumlah pendapatan asli
daerah di Kabupaten Maros tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan
PBB-P2 saja. Apabila dibandingkan dengan komponen sumber PAD
yang lain maka kontribusi pajak PBB-P2 dapat dikatakan cukup

signifikan terhadap realisasi perolehan pendapatan asli daerah (PAD)

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penulis maka sebagai bahan
pertimbangan agar tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli

57
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Daerah (PAD) dapat lebih optimal lagi kedepannya maka penulis

mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi PBB-P2
yang ada di Kabupaten Maros.

2. Pemerintah daerah perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya
membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2)

3. Memberikan sanksi tegas sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada
masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar dapat meningkatkan
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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